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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi
terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini
diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan
publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha
memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM
secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD).
Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap
pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan
tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan
data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna
menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS
sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan Il Tahun 2024 mencakup
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami
berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja
pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk
perbaikan ke depan.

Tanjungpinang, 5 Juli 2024
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau

Darwis Sitorus
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1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat
Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam
pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS
memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data
dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik
yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS
menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan
pelayanan satu pintu atau one gate service dalam penyediaan data dan informasi
statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi,
maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen
dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang
diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST
BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media
daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau
media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta
pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi
mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga
peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui
Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS
Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji
coba (pilot project). Tahun 2009 — 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas



BPS provinsi. Tahun 2011 — 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi.
Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota.
Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) untuk pertama kalinya. Dengan
metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara

mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2024 adalah mendapatkan persepsi konsumen
tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi
kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi

untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2024 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah
Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan
pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing
penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2024 di masing-masing
satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia
(SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan
secara CAWI atau PAPIL. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas
pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim.
Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas
pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
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Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2024 disusun dengan tujuan agar (a)
pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata
cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai

tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan

SKD 2024 dapat berjalan dengan baik.












Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember
2024, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari

2024 sampai dengan saat pencacahan.

21. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2024 dilaksanakan dengan metode nonprobability sampling, yaitu
teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2024 adalah konsumen
yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah quota sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi
yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau
jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel
dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima
layanan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2024). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:
1. Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST
dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam
daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;

3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan

4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker
BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima
layanan secara online dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2024 dengan

mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan online.



2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan
mandiri (self-enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data
dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok |
dan Blok Il Kolom 1-10 VKD24. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara
(misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka
pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan
cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga
dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden
terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok Il dan Blok Il Kolom 11
VKD24.

Moda pengumpulan data SKD 2024 melalui:

1. Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2024, penggunaan moda ini
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang
akan dijelaskan pada Subbab 3.2.

2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), vyaitu pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan
moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau
operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk

konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan
dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang
digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (gap analysis),
Importance and Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK),
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).



Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk
menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan
persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi

silang.
Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap
kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan
dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (delivered) oleh unit
pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat
kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian
pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. Gap positif
diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan. Jika
nilai gap positif semakin besar, maka konsumen semakin puas. Nilai gap
negatif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat
kepentingan. Jika nilai gap negatif semakin kecil, maka konsumen semakin

tidak puas.
Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (quadrant analysis).
Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan
metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan
prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA
mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor
pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan

(improvement). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai



bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis
yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian
Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa
besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat
kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat

kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

TK = 2 x100%

y
dengan:
TK =tingkat kesesuaian,
X  =rata-rata tingkat kepuasan,

y  =rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:
TK>100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,
TK=100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK <100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

2. Diagram cartesius
Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (importance) dan
tingkat kepuasan (performance). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius
dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang
berpotongan tegak lurus pada titik (X, ) dengan X adalah rata-rata tingkat

kepuasan dan Yy adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Y

Tingkat t
kepentingan A B
Tingkatkan Kinerja Pertahankan Kinerja
y
Prioritas Rendah Cenderung Berlebihan
» X

Tingkat kepuasan

Gambar 1.1 Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

e Kuadran A (high importance and low performance)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang
berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah
peningkatan kinerja (performance improvement). Kuadran ini memuat atribut
pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi faktanya
kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para
pengguna layanan. Dengan kata lain, kinerja atribut pelayanan tersebut lebih
rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.
Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan
agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan.
Cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan adalah perbaikan secara
terus menerus terhadap kinerja, sehingga performance dari atribut pelayanan

yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

e Kuadran B (high importance and high performance)
Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas,
yang memiliki arti bahwa kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat

memenuhi harapan pengguna layanan dan penyedia layanan harus berusaha



2.4.

mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan
yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan
dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan,
sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang

termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan.

e Kuadran C (low importance and low performance)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran
“Prioritas Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap
kurang penting oleh pengguna layanan dan faktanya kinerja atribut pelayanan
tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan
menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena
pengaruhnya terhadap manfaat vyang dirasakan oleh pemangku

kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

e KuadranD

Kuadran “cenderung berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai
arti kinerja yang berlebihan namun pengguna layanan menganggap kurang
penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting
oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan
dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyedia layanan dapat melakukan

penghematan sumber daya.

Cakupan Responden

Responden SKD 2024 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit

PST BPS sejak 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31

Desember 2024). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap

muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui

media telepon, faksimile, dan surat; atau melalui media daring (online) seperti

website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.



Ketentuan responden SKD 2024 dapat dilihat pada Error! Reference source not

found..

2.5. Target Responden

Target responden SKD 2024 secara nasional sebanyak 16.930 orang.
Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS
Kabupaten/Kota (Tabel 1). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden

minimum dilakukan dengan formula berikut:

2
me’Z p(l2 p1

e r
dengan:
p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang
belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),
e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil
tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35%
dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransitingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

Jumlah Target Responden  Target Responden

No. Ll Unit PST per Unit (orang) (orang)

(1) (2 (3) (4) (5)

1. BPSPusat 1 150 150
2. BPSProvinsi 35 70 2.450
3.  BPS Kabupaten/Kota 491 30 14.730
Jumlah Responden 17.330

Kegiatan survei yang menggunakan metode non-probability sampling tidak
mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa

penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode



sampling non-probability sampling adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,
dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring
dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al,

2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2024 meliputi:

o Keterangan Pencacahan

e Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis
kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori
instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan
dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan
untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik
Terpadu (PST).

e Blok Il. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS,
mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan
BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada
konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian
konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.

e Blok Ill. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis,
tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan
tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat
kepuasan konsumen terhadap kualitas data.

e Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi
peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan

data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.



2.7. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2024

Kegiatan Waktu
(1) (2)
1. Identifikasi Kebutuhan Data M2 — M4 Jan

2. Perancangan

M4 Jan — M2 Feb

3. Implementasi Rancangan

M2 — M3 Februari

3.1. Briefing Petugas

M4 Februari

4. Pengumpulan Data

4.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]

Maret — Desember

4.2. Survei Kebutuhan Data [SKD]

Maret — Desember

5. Pengolahan Data

5.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M4 Maret — M1 April

M4 Juni— M1 Juli

M4 September — M1 Oktober
M4 Desember — M1 Januari 2025

5.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M4 Juni — M1 Juli
M4 Desember — M1 Januari 2025

5.3. Survei Kebutuhan Data [SKD] -Tahunan

Oktober - November

6. Analisis Data

6.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M1 April

M1 Juli

M1 Oktober

M1 Januari 2025

6.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M1 Juli & M1 Januari 2025

6.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan

M3 November — M1 Desember

7. Diseminasi Data




Kegiatan
(1)

Waktu
(2)

7.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M1 April

M1 Juli

M1 Oktober

M1 Januari 2025

7.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M1 Juli & M1 Januari 2025

7.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan

M1 Desember

8. Evaluasi

8.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M2 April

M2 Juli

M2 Oktober

M2 Januari 2025

8.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M2 Juli & M2 Januari 2025

8.3. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Tahunan

M2 — M3 Januari 2025

8.4. Survei Kebutuhan Data [SKD]

M2 — M3 Desember
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3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden
dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk hardcopy. Wawancara
dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya,
responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang

berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok Il dan Blok Il Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (online) merupakan pencacahan yang dilakukan
terhadap responden melalui aplikasi berbasis website, yaitu Aplikasi SKD2024.
Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner
VKD24 online, yaitu:

1. Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (/ink)
yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
responden.

2. Online-PST, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri
pada web browser komputer di unit PST.

3. Online—Link, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui link yang
terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: website BPS, aplikasi
Allstats BPS, PST Online, Sirusa, e-mail, maupun media layanan lainnya). Contoh:

fitur running text pada website BPS.

21



3.3.

Aplikasi SKD2024

Aplikasi SKD 2024 merupakan aplikasi berbasis website (online) yang dibuat

untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap

pertanyaan dalam kuesioner SKD 2024.

22
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1.Nama @

2. Email @

3. Nomor Handphone @

4. Jenis Kelamin

5. Pendidikan Tertinggi yan

6. Pekerjaan Utama @

7. Kategori Instansi/Institu:

8. Nama Instansi/Institusi {

9. Pemanfaatan Utama Has

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

© o [ E8 Q vioks

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK I. Keterangan Responden

Petunjuk Pengisian
Survei Kebutuhan Data {SKD) Tahun 2024 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan
kualitas data BPS, serta identifikasi kebutuhan data kansumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta
penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2024 bertujuan untuk: -

1. Mengetahui jenis data yang dibutubkan oleh konsumen;
2 Mengetahui tingkat kepuasan kansumen terhadap kualitas data dan pelayanan BRS;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia;
4. Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan
5. Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.

SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak i secara rutin . SKD 2024 dilakukan di BPS seluruh Indonesia
dan dilaksanakan sepanjang tahun. Semua data yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan dan digunakan hany ingan SKD 2024 v

Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik
Akses Produk Statistik Pada Website BPS
Konsultasi Statistik

Rekomendasi Kegiatan Statistik

11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS @ istik Terpadu (PST)

12.

Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)
Website BPS {bps.go.id) | AllStats BPS.
Surat / Email

Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, Chatus, dil.}

Terpadu (PST)? 0

pengaduan terkai istil Ya (O Tidak

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online
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Blok II. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menunut pendapat Saudara,

Kiik angka yang Saudara pili

saimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Saisdara pada fincian pelayanan beriut?

suaisiala1-10berikut: - Sangat Tidak Panting Tidsk Puas o o 0 o & b fr fir S f Sangat PentingfPuas

Tingkat kepentingan adalah gambaran pelayanan yang seharusnya diberikan BPS sesuai dengan keinginan/harapan konsumen.

Tingkat kepuasan adalah penilaian kinerja yang dirasakan konsumen.

1) Tidak wajib diisijika tidak pernah melakukan pengaduan

L Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non

elektronik.

B oleh konsumen.
B mudah diikuti/di

4 Jang pelayanan yang d .

B dibayar} biaya yang ditetapkan.

& Froduk pel:

7. 5arana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
ittt ki

g yang berkesutuhan khusus, dan agllkasi pelsyanan onine

lok 1 Rincian 11)

5. Data 8PS £
Blok 1 Rincian 12} séalsh

lalui fasilitas utama

Ipetbpagoid)

10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan anline mampu memberikan informasi yang jelas

11. Keberadaan
ps://pengaduan bps.go.id, e-maif bpshq@bps.go.id)

website

12. mudah d jelas, dan tidak berbelit belit

13. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.

14. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.

16, Tidak ada pungutan liar (pungli] dalam pelayanan

17. Tidak ada prakik percaloan dalam pelayanan.

PsT . lcontoh: Katak saran dan pengaduan,

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU W W wWrwirw-

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU W rwiry.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU WWwwrwirwe

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W W vy

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YTy vr vy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

[ASAERS SR ENSASAS kS kg

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)
WU WWwwrwirwe

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YTy Yy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen}

YT r v vy iy iy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W Wiy -

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

YT vy i =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

IASARASESASASASA Sk g4 L

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

YT Y Yy iy iy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Y Yy Yy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

IASARASESASA SRS A Sk g4 L

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Y Yy Yy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W irir -

- [

Gambar 3.

Sangat Penting/Puas

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirw-

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurnen)

PARARASEEASASA S A SAS % L]

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirwe

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

Wiy

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurnen)

YTy W v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASAEAS SR ASASE S %S AL

Tingkat Kepuasan [penilaian konsumen)
W WwIwirwe

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

pAgagadupaRagagndngad

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

v v v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

WO Wrwwwwwr-

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASASA SR SRR NSRS S S ALY

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

WO wirire

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASASA SR QAN RS S S ALY

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T T rvr =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASAQAS S AR A QA S % S AS% S

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T T rvr =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PARAGASRSASA A S S A g% S

Q sos

Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online
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BLOK IIl. Kebutuhan Data

» data i serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut dengan mengklik tombol “Tambah Kebutuhan Data®.
‘Tambah Kebutuhan Data
Rincian Data Witayah Data Tahun Data Level Data Periode Data Data Diperoleh Aksi

Tambah Kebutuhan Data =

1. Rincian Data

2. Wilayah Jenis Data

3. Tahun Jenis Data

sampai dengan

4. Level Data

~—Pilih Salah Satu-— ¥
atu

5. Periode Data —-Filih Salah Satu--—- h

6. Apakah data pada nomer (1) - _pilih Salah Satu v

(5) sudah diperoleh?
sty

Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024
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SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK IV. Catatan

Tuliskan Catatan

Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online
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Home / Dashboard / Dashboard

Errogreseps Rl Hasil Hitung Cepat secara Nasional
- P RESPONDEN LenGKAP KK
- 10783 o Bl
responden yang 28.26% dari target

BProgres BPS Provinsi sudah mengisi blok 1

2.86%
vtasi Konsu Kepuasan Layanan  [ESOSHOMRPTRPRSONN  ocrijsiu antiKorupsi  Kebutuhan Data  Kual

TERA UTARA 0.00% Target Prov

{TERA BARAT 38.57%

ebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan 3 Tingkat Kepuasan berbanding Tingkat Kepentingzn

Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Tingkat Kepuasan Berbanding Tingkat =

18.57% Kepentingan
.- Tingkat Nasions’
42.86% 2 2
55 v
45.71% ! :
22.86% N o .
w  f .
17.14% . L] . A
2! .
52.86% . : . .
sams A sazs sas sams ss as2s -
Tkt Kapussan Tingkat Kepentingan | —+- Tingkat Kepussan
0.00%
:‘ JarARTA Z45% EBTabel keterangan nilai Tingkat kepentingan dan Tingkat Kepuasan
JAWA BARAT 51.43% HNo Indikator Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan Gap Kuadran
B
1 nformasi pelayanan tersedia. 53936 9.3646 0.029 c
JAWATENGAH a7.18%
2 Kemudahan Fersyaratan Felayanar 5.4092 53377 c
2t.18%
3 Kemudahan Prosedur 9.4335 9.3623 c
58.5T%
4 Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian 2.41L17 9.3500 0.082 c
27.14% 5 Kesesuaian Biaya Pelayanan 9.4915 9.3806 0.1 o
U B Kesesuaian Praduk Pelayanar 9.4257 83758 005 c
7 Sarana Prasarana 9.4355 9.3769 c
La3%
s Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama 5.4591 5.4102 El
30.00%
9 Respon Petugas Pelayanan S.4811 5.4205 0071 El
KALIMANTAN BARAT 0.00%
10 Hejelasan Informasi Petugas Pelayanan Dnline 9.4569 9.4024 El
15.71% 1n Hemudahan Fasilitas Pengaduan 93823 9.3247 c
L ANTAN SELATAN 286% 12 Kemudahan Proses Penanganan pengaduan 95236 9.5851 0.0z El
TANTAN TIMUR 103.33%
KALIMANTAN UTARA 3L.43%
B
67.14%
29.20%
0.00%
8.5T%

12.86%
MALUKY 0.00%

40.00%
FAFUA BARAT 0.00%
FAFUA 0.00%

Copyright @ Badan Pusat Statistik.

Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online
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Data Triwulan 1SKD2024 (Skala 4)

Showing 261-280 of 550 items.

Kode Daerah Nama Daerah
517 JOMBANG
518 HGANJUK
3519 MADIUN

3520 MAGETAN
3531 NGAWI

3522 BOJONEGORO
3523 TUBAN

3524 LAMONGAN
3525 GRESIK

3528 BANGKALAN
3527 SAMPANG
3528 PAMEKASAN

BLITAR

MALANG

PROBOLINGGO

PASURUAN

MOJOKERTOD

MADIUN

Copyright

o Badan Pusat Statistik.

Gambar 7.

IKK{Metode BPS)

3.6996 (Baik)

3.7344 (Baik)

3.5148 (Baik)

3.6584 (Baik)

3.7224 Baik)

3.9592 (Baik)

3.7176 (Baik)

3.9830 (Baik)

3.6448 (Baik)

3.6656 (Baik)

3.6892 (Baik)

3.7568 (Baik)

3.7128 (Baik)

3.6436 (Baik)

3.7896 (Baik)

3.9428 (Baik)

3.6728 (Baik)

3.7932 (Baik)

3.7858 (Baik)
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IPAK{Metode BPS)

38320 (Baik)

& (Baik}

39056 (Baik}

37645 (Baik}

3.8244 (Baik)

3.8016 (Baik)

38196 (Baik}

33145 (Baik)

4 (Baik)

3.3840 (Baik)

37975 (Baik)

32400 (Baik)

2.8272 (Baik)

IPKP(Metode Kemenpan)

3.7024 (Baik)

27243 (Baik)

3.7920 (Baik)

3.6628 (Baik)

3.7184 (Baik)

3.9512 (Baik)

3.7254 (Baik)

3.9863 (Baik)

3.6144 (Baik)

3.6712 (Baik)

3.7080 (Baik)

2.7376 (Baik)

3.7228 (Baik)

3.6644 (Baik)

3.8164 (Baik)

3.9384 (Baik)

3.5988 (Baik)

3.6815 (Baik)

3.7776 (Baik)

3.7660 (Baik)

IPAK{Metode Kemenpan)

3.8320 (Baik)

(Baik]

3.3056 (Baik)

3.7544 (Baik)

3.7596 (Baik)

3.9900 (Baik)

3.8340 (Baik)

3.5892 (Baik)

3.7160 (Baik)

3.8240 (Baik)

3.8012 (Baik)

2.8192 (Baik)

3.9148 (Baik)

3.7704 (Baik)

3.8840 (Baik)

3.9752 (Baik)

3.7376 (Baik)

72 (Baik)

3.8400 (Baik)

2.8263 (Baik)

B powntosd

Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online
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Pengolahan data hasil SKD2024 pada triwulan |I mencakup realisasi hasil
pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan

indeks yang disajikan dalam bentuk table dan grafik.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan
hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih
variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi
silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil

pengumpulan data.

4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) merupakan ukuran untuk menilai tingkat
kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan
demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2024 adalah IKK terhadap pelayanan PST
BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel)

yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:
1. Menghitung Penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan
seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:




w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, Ziljl w; =1
)_/i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i
i =1,2,..,12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK’)
IKK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan
berdasarkan 12 atribut pelayanan.
Rumus IKK’:

12

! =

IKK = —= w.—
212 ] ix;
i-1 Wi i=1

12—
21’—1 Wi Xi

dengan X; = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK
Penghitungan IKK’ menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK’

menggunakan rumus berikut:

IKK'

IKK = X
Skala maksimum penilaian

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Kinerja Unit Pelayanan
(1) (2)
25,00 - 64,99 Tidak baik
65,00 - 76,60 Kurang baik
76,61 - 88,30 Baik
88,31 - 100,0 Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang
diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan
berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan

tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
ul Kesesuaian Persyaratan R2 Persyaratan pelayanan yang

ditetapkan mudah
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.

u2 Prosedur Pelayanan R3 | Prosedur/alur pelayanan yang
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

u3 Kecepatan Pelayanan R4 | Jangka waktu penyelesaian
pelayanan yang diterima sesuai
dengan yang ditetapkan.




Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
U4 Kesesuaian/ Kewajaran R5 Biaya pelayanan yang dibayarkan
Biaya sesuai dengan biaya yang
ditetapkan.

U5 Kesesuaian Pelayanan R6 Produ.k pelayanan yarlg d.i.terima
sesuai dengan yang dijanjikan.

U6 Kompetensi Petugas R10 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi
pelayanan online mampu
memberikan informasi yang jelas.

u7 Perilaku Petugas R9 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi

Pelayanan pelayanan online merespon dengan
baik.

us Penanganan Pengaduan R12 | Proses penanganan pengaduan PST
mudah diketahui, jelas, dan tidak
berbelit-belit.

[Ditanyakan jika responden pernah
melakukan pengaduan]

U9 Kualitas Sarana dan R7 | Sarana dan prasarana pendukung

Prasarana pelayanan memberikan
kenyamanan.
R11 Keberadaan fasilitas pengaduan PST

mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada

BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap




atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata — rata tertimbang = =—=
g Jumlah Atribut X

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1

=-==0,11
Jumlah Atribut 9 0

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

Menghitung IKM
Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang

dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan
Total Atribut Pelayanan yang terisi

IKM' = x Nilai Penimbang

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke

skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

IKM = IKM 100 = IKM x 100
~ Skala maksimum penilaian ~ 10
Tabel 1.3  Nilai Kinerja Unit Pelayanan
MUTU KINERJA
NILAI NILAIINTERVAL | NILAIINTERVAL | "0 o UNIT
PERSEPSI (NT) KONVERSI (NIK) s PELAYANAN
(¥
1 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 D Tidak baik
K
2 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 c urang
baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 B Baik
s t
4 3,5324 - 4,00 |88,31 - 100,00 A anga
baik




4.4, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas
pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan
publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM vyaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel)
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok Il
kuesioner VKD24. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona
Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4,
sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

IKM
IPKP = —— X Skala maksimum penilaian = —— X 4
100 100

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk

memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti

34



korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan
perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada
diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada
praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang

ada di Blok Il kuesioner VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:
1. Menghitung penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat
kepentingan seluruh atribut anti korupsi.
Rumus penimbang:
Yi
>,

i=1-1

x100%

=
I

dengan:
w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, Zle w; =1
y; = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i
i =1,2,3,4,5
2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK’)

IPAK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan

berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK’ :
X wE o
IPAK = : = Z w; X;
Zizl Wi i=1
dengan:

X; = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.



3. Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK

merupakan hasil konversi nilai IPAK’ menggunakan rumus berikut:

IPAK' IPAK’
IPAK = - ——— X 100 = x 100
skala maksimum penilaian 10

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi

semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada
satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam
memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik
suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK

diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat



kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok Il kuesioner

VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1.

Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"
masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap
atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah Bobot 1
Jumlah Atribut X

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata — rata tertimbang = Jumlah Atribut == 0,20

Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku

IPAK' = Nilai Penimb
Total Atribut Perilaku yang terisi x fluar Fepimbang

Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam
kuesioner VKD2024. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas
menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK’ dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

IPAK'

IPAK
IPAK = X 4

X Skala maksimum penilaian =






h 4
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5. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Kepulauan Riau memiliki target minimum jumlah responden yang
harus dipenuhi dengan periode data SKD 2024 (Januari-Desember 2024) sebanyak
70 responden. Pelaksanaan SKD2024 pada Triwulan Il (April-Juni) Tahun 2024,
secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti
survei adalah 77 responden dari total target minimum responden sebanyak 70
dengan capaian realisasi sebesar 110%. Pencapaian target kumulatif pengumpulan
SKD2024 pada Januari-Juni 2024 sudah terpenuhi namun survei tetap dilakukan

hingga akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2024.

RESPONDEN LENGKAP

99 o 77

110.00% dari target

responden yang

sudah mengisi blok 1

Gambar 9. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan | dan Il
BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2024 adalah IKK. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya.
Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100.
Berdasarkan hasil Triwulan Il SKD 2024, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 99,62. Nilai ini menunjukkan bahwa
kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori

Sangat Baik.
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Kode IKK(Metode IPAK(Metode IKM/IPKP(Metode IPAK(Metode

Daerah Nama Daerah BPS) BPS) Kemenpan) Kemenpan)
2100 KEPULAUAN RIAU 99.62 {Sangat 100.00 (Sangat 99.60 (Sangat Baik) 100.00 (Sangat
Baik) Baik) Baik)

Gambar 10.Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan I dan Il
BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi
Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan Il SKD2024, nilai IKM terhadap
pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 99,60. Nilai ini
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau

termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Kode IKK{Metode IPAK(Metode IKM/IPKP(Metode IPAK(Metode

Daerah Nama Daerah BPS) BPS) Kemenpan) Kemenpan)

2100 KEPULAUAN RIAU ~ 99.62 (Sangat 100.00 (Sangat 99.60 (Sangat Baik) 100.00 (Sangat
Baik) Baik) Baik)

Gambar 11.Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan I
BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur

42



seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan Il SKD2024, nilai IPKP terhadap
pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 3,9840. Nilai ini
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau

termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Kode IKK(Metode IPAK(Metode IKM/IPKP(Metode IPAK(Metode

Daerah Nama Daerah BPS) BPS) Kemenpan) Kemenpan)

2100 KEPULAUAN RIAU  3.9848 (Sangat 4.0000 (Sangat 3.9840 (Sangat Baik) 4.0000 (Sangat
Baik) Baik) Baik)

Gambar 12.Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I dan Il
BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk
menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada
pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai
IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100.
Berdasarkan hasil Triwulan Il SKD2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100,00. Nilai IPAK yang sudah mencapai angka 100
menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi sudah diterapkan pada pelayanan PST

BPS Provinsi Kepulauan Riau.
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Kode IKK(Metode IPAK(Metode IKM/IPKP(Metode IPAK(Metode

Daerah Nama Daerah BPS) BPS) Kemenpan) Kemenpan)
2100 KEPULAUAN RIAU 99.62 {Sangat 100.00 (Sangat 99.60 (Sangat Baik) 100.00 (Sangat
Baik) Baik) Baik)

Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I dan |l
BPS Provinsi Kepulauan Riau

5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada
pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut
pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan Il SKD2024,
nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,00.
Nilai IPAK yang telah mencapai angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi

telah diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Kode IKK(Metode IPAK(Metode IKM/IPKP(Metode IPAK(Metode

Daerah Nama Daerah BPS) BPS) Kemenpan) Kemenpan)

2100 KEPULAUAN RIAU  3.9848 (Sangat 4.0000 (Sangat 3.9840 (Sangat Baik) 4.0000 (Sangat
Baik) Baik) Baik)

Gambar 14.Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan | dan Il
BPS Provinsi Kepulauan Riau
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Pencapaian pengumpulan SKD2024 pada Januari-Juni 2024 dianalisis lebih
mendalam untuk memperoleh informasi atribut pelayanan yang perlu diperbaiki.
Informasi tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan (gap

analysis) dan Importance and Performance Analysis (IPA).

6.1. Analisis Kesenjangan (gap analysis)

Analisis kesenjangan kepuasan konsumen dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan
dan tingkat kepentingan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi
Kepulauan Riau. Tingkat kepentingan konsumen diukur untuk mengetahui
seberapa besar harapan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi
Kepulauan Riau. Setiap konsumen belum tentu memiliki harapan yang sama tinggi
atau memiliki tingkat kepentingan yang sama besar terhadap suatu atribut
pelayanan di PST BPS. Selain itu, seberapa penting suatu atribut pelayanan bagi
konsumen dapat memengaruhi seberapa puas konsumen memberikan penilaian

terhadap atribut pelayanan tersebut.

Tingkat Kepuasan berbanding Tingkat Kepentingan (Spider

Chart) Satker 2100 Berdasarkan data Tingkat Kepentingan,

Tingkat Kepuasan, Tingkat Kesesuaian, dan Gap Pelayanan
Menurut Wilayah PST dan Atribut Pelayanan (DATA SM1)

BPS Provinsi Klepulauan Riau

Tingkat Kepentingan =# Tingkat Kepuasan

47



Catatan:
1. Ketersediaan informasi pelayanan pada unit 7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan

layanan tersedia melalui media elektronik memberikan kenyamanan.
maupun non elektronik. 8. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas
2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan utama yang digunakan
mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen. 9. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan
3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan online merespon dengan baik.
mudabh diikuti/dilakukan. 10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang online mampu memberikan informasi yang
diterima sesuai dengan yang ditetapkan. jelas.
5. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai 11. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah
dengan biaya yang ditetapkan. diketahui.
6. Produk pelayanan yang diterima sesuai 12. Proses penanganan pengaduan PST mudah
dengan yang dijanjikan. diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.

Gambar 15.Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan
Responden BPS Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari-Juni 2024

Diagram laba-laba (spider chart) pada Gambar 15 merepresentasikan tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi
Kepulauan Riau sudah memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Hal ini dapat
dilihat dari bentuk lingkaran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang
hampir beririsan. Secara rinci, tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, serta gap
keduanya pada setiap atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau

disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat 11 atribut pelayanan yang memiliki nilai gap positif.
Artinya, tingkat kepuasan konsumen lebih besar dibandingkan tingkat kepentingan
terhadap atribut pelayanan tersebut. Tidak terdapat atribut pelayanan yang
memiliki nilai gap negatif. Artinya, tidak ada tingkat kepuasan konsumen yang lebih

rendah dibandingkan tingkat kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut.



Tabel 3. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari-Juni 2024

No Indikator Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan Gap Kuadran
1 Infermasi pelayanan tersedia. 9.9481 9.8182 0.13 C
2 Kemudahan Persyaratan Pelayanan 9.9481 9.8182 0.13 C
3 Kemudahan Prosedur 9.9610 9.8312 0.13 C
4 Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian 9.9481 9.8052 0.143 C
5 Kesesuaian Biaya Pelayanan 9.9481 9.8182 0.13 C
[} Kesesuaian Produk Pelayanan 9.9221 9.8312 0.091 C
7 Sarana Prasarana 9.9740 9.8701 0.104 B
8 Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama 10.0000 9.8831 0.117 B
9 Respon Petugas Pelayanan 9.9870 9.8961 0.091 B
10 Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online 10.0000 9.9221 0.078 B
11 Kemudahan Fasilitas Pengaduan 9.9481 9.8442 0.104 C

6.2. Importance and Performance Analysis (IPA)

Salah satu pendekatan dalam IPA adalah tingkat kesesuaian antara tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk
mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan
dibandingkan dengan harapan/ ekspektasi konsumen tersebut. Nilai tingkat
kesesuaian yang semakin besar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau semakin memenuhi harapan/ekspektasi konsumen.

Dengan kata lain, konsumen semakin puas dengan pelayanan tersebut.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan, penentuan prioritas perbaikan kinerja
atribut pelayanan perlu dilakukan. Penentuan prioritas dalam IPA dilakukan dengan
cara memetakan atribut pelayanan menggunakan diagram cartesius. Diagram
tersebut terdiri atas empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat
kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada

sumbu X. Hasil pemetaan 12 atribut pelayanan disajikan pada Gambar 16.
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Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan (Diagram
Cartesius) Satker 2100 Berdasarkan data Tingkat

Kepentingan, Tingkat Kepuasan, Tingkat Kesesuaian, dan
Gap Pelayanan Menurut Wilayah PST dan Atribut Pelayanan
(DATA SM1)
BPS Provinsi Kepulauan Riau
9.95 .Rata-rata
19.962 10
e . 9
o 9.9 . 8
= . 7
a Rata-rata 11 :
3 985 .5'63&9 --------------------- -3: --------------------------------------
o 1
o L]
o
S 98
=
9.75 -
9.92 9.94 9.96 9.98 10 10.02
Tingkat Kepuasan
Catatan:
1. Ketersediaan informasi pelayanan padaunit 7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan
layanan tersedia melalui media elektronik memberikan kenyamanan.
maupun non elektronik. 8. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas
2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan utama yang digunakan
mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen. 9. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan
3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan online merespon dengan baik.
mudah diikuti/dilakukan. 10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang online mampu memberikan informasi yang
diterima sesuai dengan yang ditetapkan. jelas.
5. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai 11. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah
dengan biaya yang ditetapkan. diketahui.
6. Produk pelayanan yang diterima sesuai 12. Proses penanganan pengaduan PST mudah
dengan yang dijanjikan. diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.

Gambar 16. Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari-Juni 2024

Kuadran A berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari
rata-rata, tetapi tingkat kepuasannya kurang dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut
pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil
SKD periode Januari-Juni 2024 menunjukkan bahwa tidak ada atribut pelayanan di
PST BPS Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi prioritas utama perbaikan.

Kuadran B berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan

kepuasan lebih dari rata-rata. Artinya, atribut pelayanan yang berada pada kuadran

B telah memenuhi harapan/ekspektasi konsumen sehingga kinerja atribut
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pelayanan tersebut perlu dipertahankan. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi

Kepulauan Riau yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah:

a. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan
(atribut 7),

b. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan (atribut 8),

c. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik
(atribut 9), dan

d. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan

informasi yang jelas (atribut 10).

Kuadran C berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan
kepuasan kurang dari rata-rata. Atribut pelayanan yang berada pada kuadran C
perlu diperbaiki tetapi dengan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan
atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan hasil SKD periode
Januari-Juni 2024, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah
pada PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah:

c. Ketersediaan Informasi pelayanan pada unit layanan tersedia melalui media

elektronik maupun non elektronik (atribut 1),

d. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh
konsumen (atribut 2),

e. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan (atribut 3),
Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang

ditetapkan (atribut 4),

g. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan (atribut
5),

h. Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diajukan (atribut 6), dan

i. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui (atribut 11).

Kuadran D berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan kurang dari
rata-rata dan tingkat kepuasan lebih dari rata-rata. Dengan kata lain, atribut
pelayanan pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Berdasarkan hasil
SKD periode Januari-Juni 2024, tidak ada atribut pelayanan Di PST BPS Provinsi

Kepulauan Riau yang termasuk dalam kuadran D.



6.3.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA), terlihat beberapa atribut

pelayanan pada kuadran C merupakan atribut yang perlu diperbaiki dengan

prioritas rendah. Walau demikian, perlu disusun rencana tindak lanjut perbaikan

terhadap atribut pelayanan tersebut. Untuk memastikan rencana tindak lanjut

dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun

skala prioritas perbaikan atribut pelayanan menggunakan hasil analisis kesenjangan

(gap analysis). Kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah

ini:
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Kepulauan Riau
Periode Januari-Juni 2024
L Waktu
Prioritas .
. Program/ Penyelesaian Penanggung
No Atribut .
Pel Kegiatan Jawab
elayanan TW3 TW4

1 | Atributl Melakukan sosialisasi mengenai jenis v Tim PST BPS
standar pelayanan yang ada di PST baik Prov. Kepri
melalui media sosial dan secara langsung

2 | Atribut 2 Menyediakan poster standar pelayanan di v Tim PST BPS
PST dan media sosial Prov. Kepri

3 | Atribut 3 Membuat informasi prosedur/alur v Tim PST BPS
pelayanan PST yang mudah diikuti Prov. Kepri

4 | Atribut 4 Membuat informasi yang berisi standard v Tim PST BPS
jangka waktu penyelesaian layanan PST Prov. Kepri

5 | Atribut5 Membuat standing banner yang berisi V] Tim PST BPS
informasi mengenai perka PNBP dan Prov. Kepri
layanan Nol Rupiah

6 | Atribut6 Melakukan sosialisasi/internalisasi lebih v Tim PST BPS
intensif terkait produk layanan BPS Prov. Kepri
kepada petugas layanan

7 | Atribut 11 Menyediakan poster/kotak saran sebagai v Tim PST BPS
sarana pengaduan baik pada media sosial Prov. Kepri
maupun yang di cetak/tempel pada PST










7.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia. SKD2024 mengalami perubahan metodologi yaitu periode
pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu
dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat
pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
SKD2024 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik
pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan Il Tahun 2024 pada BPS Provinsi
Kepulauan Riau menyajikan analisis hasil SKD2024 periode April-Juni 2024 pada
PST BPS Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil
kesimpulan:

a. Pelaksanaan SKD periode Januari-Juni 2024 di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau
secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang
mengikuti survei adalah 77 responden dari total target minimum responden
sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 110%.

b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Kepulauan
Riau sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Kepulauan
Riau, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Kepulauan Riau digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen
(IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS
Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 99,62.
Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori
sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100.
Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS

Provinsi Kepulauan Riau.



7.2.

Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap
pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Nilai IKM terhadap pelayanan
PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 99,60. Artinya, kualitas pelayanan di
PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori sangat baik.

Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi

(IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 99,60.
Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori
sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100.
Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS

BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Rekomendasi Perbaikan

Perubahan metodologi SKD2024 berdampak pada penyesuaian pada setiap

tahapan kegiatan survei khususnya pada tahap persiapan dan pengumpulan data

sehingga pengumpulan data baru dapat dimulai pada 5 Maret 2024. Perubahan ini

memicu munculnya kendala dan permasalahan sebagai berikut:

a.

Pencapaian target kumulitaif pengumpulan SKD2024 periode Januari-Juni
2024 sudah terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target

kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2024.



b. Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan

ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam

analisis data.

Selain itu, hasil analisis SKD2024 periode Januari-Juni 2024 memberikan

informasi mendalam terkait atribut pelayanan yang perlu ditindaklanjuti dengan

perbaikan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PST BPS

Provinsi Kepulauan Riau

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas

penyelenggaraan SKD2024 dan pelayanan pada PST BPS Provinsi Kepulauan Riau

sebagai berikut:

a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat

dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan

lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat

dilaksanakan secara tepat.

c. Atribut pelayanan yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas, sbb

Priorit Waktu
rioritas .
Penyelesaian
No Atribut Prog‘ram/ y Penanggung
Kegiatan Jawab
Pelayanan TW 3 TW 4
1 | Atribut1l Melakukan sosialisasi mengenai jenis v Tim PST BPS
standar pelayanan yang ada di PST baik Prov. Kepri
melalui media sosial dan secara
langsung
2 | Atribut 2 Menyediakan poster standar pelayanan v Tim PST BPS
di PST dan media sosial Prov. Kepri
3 | Atribut 3 Membuat informasi  prosedur/alur v Tim PST BPS
pelayanan PST yang mudah diikuti Prov. Kepri
4 | Atribut4 Membuat informasi yang berisi v Tim PST BPS
standard jangka waktu penyelesaian Prov. Kepri
layanan PST




Atribut 5 Membuat standing banner yang berisi Tim PST BPS
informasi mengenai perka PNBP dan Prov. Kepri
layanan Nol Rupiah

Atribut 6 Melakukan sosialisasi/internalisasi lebih Tim PST BPS
intensif terkait produk layanan BPS Prov. Kepri
kepada petugas layanan

Atribut 11 Menyediakan poster/kotak  saran Tim PST BPS
sebagai sarana pengaduan baik pada Prov. Kepri

media sosial maupun vyang di
cetak/tempel pada PST




DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among
Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.

Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are
Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods,
Vol. 18, No. 1, 59-82.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for
Business Students — Seventh edition. London: Pearson Education Limited.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



LAMPIRAN







Lampiran 1. Kuesioner VKD24

FZoT
ays ueSunuaday ynun eduey ueyeundip UEP UBYEISEYENIP UBYE uBjLaQ ngj/jedeg Sued elep enwas "unye} Suefluedas ueyBUESNE|IP UEP EIS3UOPU|
Ynunp@s s4g 1P UBYNYE)IP $Z0Z O3S "Unyel denas unng eJedas UE)EUESYE[P YE[E} N yElUSwas uep gOQ7 unyel eped uexeuesiep ey ewenad gys

‘549 ueuedejad depeysal isdnioy nue 1sdassad eiu inyeladuapy g
uep sdg (Mil) ewein ebaury Jojeyipu) ueledesuad inyelaSuapy v
‘eIsauopu| yninjas 549 elay uenjes Suisew- Suisew eped |54 yun 1p ueuedead ueyieqsad ISEPUBIONA) UBUSGWIN £
sdg Aejad uep ejep lleny depeuy. uawnsuoy uesenday 1exSun inyeladuap g
‘uawnsuoy yajo ueyymngip Sued elep siwal inyeaduay T
njun ueninuaq FZOZ @¥S ‘SNSNYY BIEISS "YIISHEIS ISewlOjul uep elep ueeipaiuad euas ueueked
seyjeny ueieyduiuad ymun 1senjeaa ueyeq iefeqas uey Ip QNS ISEH "USWNSUOY BIEP UBYNING3Y ISEYYRUIPI BU3S ‘S4g EIEP SBYIENY uEp

hejad seyjeny { 1sdasiad ueyjedepuaw ynjun ueninuaq Sued 12auns ueyedniaw $Z0Z UNYe) (dXS) BIBQ UBYMINGaY 1I3ANG
A UEUEAEFS 301 NS UEWOpD BATTU £TOT UPEL §T N SHNY ISSUONY URITIER £
vZ0Z NNHYL s ureseiBuopiuns el 66T UNYEL TS 0N dd T
Suewa onan
[T T VLVOQ NVHNLNEIN BANNS T e

72

YISVHYY

62



6- ) ehunge)
8- EISEMG
L- awng/Nnng
- UEYIpIpUR T UBINBUSY efequia
g - JEUCISELIEIU| wwmﬂ-r_ﬂ._
- YEISEQ YEWLEWE
élisd) £- EESel /N 19/110d/INL
7- FEPIL ARSIEYS ueuRfERg uenpeduad 7- d ESEQUT] F UE) uBgEMDf 1105 YD[OS UNid
_H_ T- BA G ueynyeEw yewad yeyedy 71 —H_ T- esefay efequa suElsu| podaley £
T - { ) efuue L= ~) ehuue
a1 - (e ‘sneyn ‘weidap) ddesieymn) 1oy ey g - EISEMSEIN
g - o3 fiEIng 5 - esEms (emedag
v- 548 SIES|Y /549 FUSgRM wqomof 105 Lop Yiga) ymd yajog v - awna/unng remedag
T- (pro@-sdgisd) supuo npedia] ysnels ueuelejag 548 ueuede] y3ouadwaw £ - o INL N
_HD T- ‘Bunsiue) Bumep (154) npedia] ysnes ueueleEy jnwn ueyeundp Sued eueses 1T —H_ T- UBSO H[BU3d uogomol NI0S Yoos yyid
T- emssEYENE(ERd eweln ueelayad g
T - AIsels uelEEay |SEpUSWOYIY
o1 - SIS [SELNSUOY 5 - 5
g - 549 353 eped yuspels ynpoud sasyy v- =
¥ - ASNELS BB YEAENM B13d 00N BIED UEIROWS £- 1s/va ubgomef 185 YOS Yl
_HD 7- 549 1SE{INd UERqWag wwgomesl nI05 1op Y193 ymd ysjog _H_ 7- £0/70/10 uepewEp
T- ueeyelsndisg ueqeundip Sued veuede| suar OT T- wfesspasfvilss o Sued |[FBuius uvempipuad 5
Jauoysany wopsbuad Joos ps £7p7 Lonuor T spopsad opod ynfrusw juy Jnyaq uood woliad- uood unliag
T- uendu 33y
_H_ T- PEEHE] UpRUELF U
- [ } eAuupey
- UBEUSY [uns uonpaday g,
£ - =R unqomof mos yojes i _ _ : + FUOYCpUDY JOWON £
T- UBLYE UL 3B ueuele) sasye nejefuep ueSunfumy
D T- yeyny sednyfyejoyas selng ISEY EWEIN UBIEBJUEWSY &
_ _ : mow-3 T
_ |SuElSU| BWEN § _ _ : ewey T
uapuodsay ueluesay | yoig
any Jowoy yodojiyy apoy eiury |efue]
EsylIaWad yerexuad
N N N N N s ewen

(sobnjad yajo sup) ueyedesuaq ueSuesaiay

YZ0Z NNHYL
ViVd NVHNLNE3IN 13A8NS

)
gty

VISYHYY

63



ot/6(8L]9]s|v[ele]|T] [ot/6/8[L[9]Ss v ele]T] ‘ueueAe|ad wejep ueojeasad yipjeld epe yepi|
[oT[6[8[Z[9[S P [E[C[T] [oT[6[8 L[99S v elT]T] ‘ueueAe|ad wejep (1/8und) sei| uesnSund epe yepi
ot/6[8[L[9]Ss|v[elz|T] [ot/6/8[L[9]Ss|v elT]T] ‘1sey|111e48 ueewauad epe yepi|
[ ] [ot/6[8[LZT9/Ss[v elC][T] [T ] [or]6l8lZ[9 S v elc]T] ‘ueueAe|ad uedueinday/inpasoud Jen| Ip ueueAe|ad epe yepi|
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[C]T] [OT[6[8[Z[9[S ¥ [E[C[T] ‘ueueAe|ad weep ISeulwISIp BPE epl]
[
“M[99-1[2g43q yepn uep ‘sejaf ‘Inyerayip yepnw 1S4 uenpesduad ueuedueuad sasoid
M EIBILIS SIPIELZ T LL ) brusisllfsfls PIELELT) (T apoysaq £1¥1g) ubnpobuad upynypjaw youiad uapuodsai oxif uny ]
(prro8:sdq@bysdq jiow-a ‘pirod-sdq uenpeduad//:sd1ay aysqam ‘uenpeduad uep ueles 3e10y :4ojuod)
[ ] [ot[6[8[s[9Ts[v[elT]T] [ [ ] [ot][e[8[z]9TS[v[el[T][T] 5

INYe1dYIp yepnw 1Sd uenpeduad sejljise} ueepesaqa)
] [oT/6[8[Z[9/S|v]elT]T] [T ] (ot]6]8]L[9][S[v € c]T] ‘se|af SueA 1sewojul ueyaquiaw ndwew aujuo ueueAejad iseyjide neje/uep ueueAejad sedniad
[ot]6[812[9]Ss[v[elT]T] [T 1] [ot[6[8[Z[9[S[¥v[e[T[T] jleq ueduap uodsasaw aujuo ueueAejad iseyiide neje/uep ueueAejad sedniad
‘(zT uepuly T yo|g 1ensas)

ot/ 6|8 ]9 /Ss|v|efT]T CoC :
[Or[E[8TL] EARERARE ot e[8[Z[STsT¥ [E]CIT] :ueyeun3ip SueA eweln eueJes INje[aW SISYEIP YEPNW Sdg BI1RQ
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[T]T] [T ] [ot[6]8[L[9[S[¥v €[cC|T] ‘ueueweAusy ueyLRqwaw ueueAe|ad Sunynpuad eueseseid uep eueses
o176 (819 s[v[elT]T] [T ] [or]6l8lZ[9s v elc]T] ‘ueyifuefip SueA ue3usp lensas ewsailp SueA ueueAelad ynpold
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[T]T] [T ] [ot[6[8[L[9[S[¥v [€[cC][T] ‘ueyde1a1p SueA eAeiq ueSuap lensas ueyieAeqip SueA ueueAelad eAeirg
[o1/6 (8129 s[v[elT]T] [T ] [ot]6[81Z]9S[VvlelT]T] ‘ueydela1lp SueA ueuap lensas ewallp SueA ueueAejad uelessjaAuad npjem eySuer
[oT[6[8[Z]9[S[v[E[C[T] [oT[6[8[Z]9[S[Vv [E[C[T] ‘uexme|ip/unyip yepnw uesdelanp Bued ueuehe|ad unje/inpasoud
[ot/6 8]9S [v[elT]T] [T ] Jotfel[8]L]9]S[vlelT]T] ‘uswnsuoy yajo ueydelsip/iynuadip yepnw ueydelalip SueA ueueAejad uejeseAsiad
0176819 s v[elT]T] [T ] Jotfe[81ZJ9 S[VvlelT]T] }1U0JYS|3 UOU UNdnew %1UoJ1y3|3 eIPSW INjejawW e1pasial lul ueueAe| 1iun eped ueueAe|ad Isewloju|

uesenday 1exj8uiL _ ueSunuaday] 1exy8uiL ueueAe|ad Isipuoy]
sond/buijuad 1pbuns sond yopi3/ bunpuad yopiy 306ups

TL 6 7 8 7 L 7 9 7 S 7 14 7 € 7 4 7 T 7 ny1Iaq eeys 1ensas yi|id edepnes SueA eySue ieysur

¢Iny14aq ueueAejad depeyua) esepnes uesenda)) 3ex)Sun uep ueueAejad ueSunuada)) 1ex)Sun euewieSeq ‘esepnes jedepuad InINUSN

Sdg )1Isnels IsewJoyu| uep eyeq ueuehe|ad depeysal uesenday °|| jo|g

64



€
ueleH 6 ueueinmuL ‘9 ueunyey eg)) ¢
uengsuiN ‘g UBIISAWDS G ueunyey ewr 'z npIpYl 9 uerewersy p 1suinoid ‘7
ueyingas) eAuuiet ‘o1 ueuejng '/ ueunyel 'y ueunye} ynjndas T -+ UeyIngos) eAuuie '/ Ueyen[ay/esaq g ej03/usrednqey ¢ |euoiseN T
(5) wojoy ezep aporiad apoy , (v) wojoy ezep [A3] 3poy |
1) (o1) (6) (8) ) (9) (S) () (€) @ (3]
[ JepLL
1- eA S- 2315Gam 1p [39eL IIP-
Py eleq 1se|ndeL ’ 010y 1p ynpnp poday -
éyessep/jeuoiseu E:wm\.mm_ﬁw‘m Mﬂﬂmﬁmwﬁu § 183519311 undodyiiog
ueunsuequwad 4 “le- leusig ead|p-  yajosadip wnjeg D3O Ip Uysiw ynpnpuad aspIUISIA -
\senjena uep 053q 1SU330d OLYIIN b3OG -|7- oIN e3eQ- yajosadip yepiy (;B¥ed | Bied ejeq 1010g DID6BUA| DSNN [SUIAOIG 013D IUID -
sond 3obubs sond yopi1 106UDS | gy 0yuow ‘ueeuesuasad| ©3ed DybuY Wp|pg IqUIDS ISUIAOI -|T- 1sexqnd|z- 1eNsas yepi} ‘BA. spouad | [ana unye) :1oSIAY
[or[6T8 zlo[s v e z[T] ’nun uejeunsip Aogquing oS 1 1Bnsas ‘e; A P yeAejim enasaq
1u1 ezep yeyedy unyej ejeq s3quing [npnf ejeq s3quing siuar éyajosadip (2) wojoy uers; tensas ejep uepury
ejeq seyjeny pnee yepns ()
depeyJay uesenda) 1ex8ulL ‘€ ‘7 ‘T 9podIaq ejeq Jaquing - (z) wojoy eped ueyiseynsuoyIa/ueNyNINgIa Suek eeq
8 Uehuly | Yo|g exjir .
(z nele T apoyjaq (9) wojoy) yajosadip yepns eep exif isia e1ep yeyedy ON

INgas.a) ejep Suisew-Suisew depeysal uesenday| 1e35un B1IBS Sdg 1EP URISEINSUOYIp/uB)yNINgIp SueA ejep-elep leuaSuaw ISewIOyUl UBSINL

(9T ‘8 ‘v ‘2 *T @pOY N3es yeles Isliaq TT UBIOULY |30]g) Y1AsIeIs uelelda) Isepuawioal ulejds uexeunsip SueA ueuede| sjual exifisia
eje@ ueyningay ‘lil joig

65



